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Dipersembahkan untuk:

** Dua Guru Besar / Profesor saya yang telah berpulang
ke pangkuan Pencipta:

1. Prof. Mr. J. Hardja Widjaja / Oey Pek Hong (#1980)
2. Prof. Mr. R. Soebijono Tjitrowinoto (# 1995)

% Dosen, Mahasiswa, Praktisi dan Pemerhati IImu Hukum
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PLULARISME
HUKUM PRIVAT / HUKUM PERDATA DI INDONESIA'
Aloysius R. Entah?

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Rektor / Ketua Senat Universitas Merdeka Malang

Yang saya hormati;

- Sekretaris dan anggota Senat Universitas Merdeka Malang

- Bapak Koordinator KOPERTIS Wilayah VII

- Bapak — Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

- Bapak — Ibu Pejabat Sipil, Militer dan POLRI

- Bapak Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang

- Bapak Ketua dan Pengurus serta Pengawas Yayasan Perguruan
Tinggi Merdeka Malang

- Bapak — Ibu Sesepuh mantan Pejabat Yayasan dan Mantan Pejabat
Universitas Merdeka Malang

- Bapak dan Ibu Guru Besar Tamu

- Undangan dan Sivitas Universitas Merdeka Malang.

Syukur Kepada Tuhan, Yang (Hyang)® Maha Esa, Pencipta Alam

mesta, Sumber kehidupan dan Pengetahuan, yang telah membimbing

dato Pengukuhan Jabatan Guru Besar limu Hukum Bidang Hukum Perdata Fakultas
tum Universitas Merdeka Malang Tanggal 17 Januari 2011
osen tetap / biasa Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Merdeka

lang
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pada Fakulras Hukum Universitas Merdeka Malang

ST
dan menyertai kita semua hadir dalam acara Pengukuhan Jabatay G

Besar saya pagi hari ini.

Perkenankan saya pagi hari ini untuk menyampaikay p; &
Pengukuhan Jabatan Guru Besar, yang merupakan salah saty kebiag,
bagi Perguruan Tinggi untuk memberikan kesempatan bagi tep,
pengajarnya yang menerima jabatan fungsional akademik Profesy / Gy
Besar. Saya mengatakan salah satu kebiasaan, karena pada hakekam‘
Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar bukan merupakan saty kewajihi
hukum yang mempunyai akibat hukum, tetapi tidak lebih dari st

kewajiban moral.
Ketua, anggota Senat dan undangan yang saya hormati;

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar yang saya sampaikan pagi h
ini berjudul “Pluralisme Hukum Privat / Hukum Perdata di Indonesi
Dalam hal ini saya ingin memberikan beberapa catatan menge|
Eksistensi Hukum Privat / Hukum Perdata, pluralisme, kemajemuki
keragaman, kebhinekaan bangsa Indonesia dan Hukum Privat / Huky
Perdata yang berlaku, serta pluralisme hukum dan globalisasi.

)
|
? Hyang Maha Esa adalah sebuah nama untuk Pencipta alam semesta disamping .
Tuhan (Jawa : Tuhuono = Sejatinya Ada), Allah dan lain-lain. Istilah Ketuhanan Hy!

Maha Esa atau Tuhan Yang Maha Esa Berasal dari Tuhan dan Hyang MahaE;a-_lf
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Eksistensi atau keberadaan Hukum Privat / Hukum Perdata berawal
dari adanya pembagian hukum menurut isinya oleh ahli hukum Romawi
sebelum abad pertengahan yaitu “Domitius Ulpianus”, yang terbunuh
tahun 228". Domitius Ulpianus membagi Hukum Romawi dalam Ius
Publicum (Hukum Publik, Public Law, Publicrecht) dan Jus Privatum
(Hukum Privat / Hukum Perdata, Private Law, Privatrecht,
Burgerlijkrecht)’. Tus Publicum bertalian dengan Negara Romawi atau
mengatur hubungan antara Individu dengan Negara, sedangkan Ius

Privatum mengatur kepentingan diantara individu atau mengatur
hubungan antara individu dengan individu.

Pembagian Hukum publik dan hukum privat / hukum perdata dianut
oleh Negara-negara yang menganut sistem hukum Eropah Kontinental
atau Sistem Civil Law, seperti Perancis, Belanda, Belgia, Jerman, Italia
dan sebagian besar Negara-negara di dunia ini termasuk Indonesia.
Sedangkan Negara-negara yang menganut sistem Anglo Saxon yang
berdasarkan Common Law Inggris dan Case Law Amerika serikat, tidak
mengenal pembagian hukum publik (Public Law) dan Hukum Privat /
Hukum Perdata (Private Law)®

* N. Smitts Compedium der Romeinse en oud — Nederlandse Rechtsgescliedenis, H. D.

Tjeenk Willink 8c Zoom N. V. — Haarlem, 1947, halaman 51.

> L.B. Curzon, Roman Law, Macdonald 8c Evans LTL, 1966, halaman 14-15

® Aloysius R. Entah, Eksistensi Hukum Ekonomi dan Hukum Bisnis, Jurnal Hukum
Ekonomi dan Hukum Bisnis, Vol.1, Juni 2003, halaman 1.
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Dalam perkembangan, terjadi perbedaan pendapat di kalangan aly

nukum tentang pembagian hukum publik dan hukum privat / huky,
perdata. J.A. Loeff, Van Apeldoorn, (Belanda) dan Bierling, Thop,
(Jerman), termasuk kelompok yang berpendapat bahwa pembagian antay,
hukum publik dan hukum privat / hukum perdata adalah merupakanj
pembagian yang asasi. Sedangkan Meijers dan Bellefroid, termasuk]
kelompok yang berpendapat bahwa pembagian hukum publik dan hukuy,
privat / hukum perdata bukanlah pembagian yang asasi. Bahkan Han,
Kelsen dengan Stuven theorinya adalah ahli hukum yang meninggalkay I
pembagian hukum publik dan hukum privat, karena menurut dia semus
norma itu diturunkan dari norma tertinggi yaitu Grundnorm’. j

Dengan demikian, sebenarnya antara hukum publik dengan hukum ]
privat / hukum perdata tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Di (
dalam hukum publik, kepentingan yang bersifat privat juga secara pasi |
tersangkut didalamnya. Sebaliknya dalam hukum privat, kepentingn }
publik / umum juga tidak dapat dilepaskan sama sekali. ]

(

Ketua, anggota Senat, dan undangan yang saya hormati; I

(
9

7 .

Ibid, .
Lihat pula Sunaryati Hartono, Hubungan antara Hukum Publik dan Hukum Pefdat;' i
dalam Capita Selecta Perbandingan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, halam ]

B |
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Mengenai penggunaan istilah hukum privat / hukum perdata, disini
saya perlu memberikan catatan bahwa terjemahan atau mengindonesiakan
istilah lus Privatum (latin), Private Law (Inggris), Privatrecht (Belanda),
istilah hukum privat lebih mudah ditangkap maknanya dari pada istilah
hukum perdata. Namun istilah hukum privat jarang digunakan dalam
peraturan perundang-undangan dan tidak menjadi istilah yang digunakan
dalam masyarakat. Sedangkan istilah atau terjemahan yang banyak
digunakan adalah istilah hukum perdata. Istilah perdata dari hukum
perdata sebenarnya tidak mudah ditangkap maknanya dibandingkan
dengan istilah privat dari hukum privat. Istilah perdata berasal dari bahasa
jawa kuno “Pradata” (dibaca “Pradoto”). Dalam kamus jawa kuno
Indonesia karangan P.J. Zoetmulder®, diuraikan Pradata = Terang, jelas
(Penjelasan, uarian, cerita, pandangan, pendapat), pandangan atau
pengertian yang terang, pengumuman, pemberitahuan, cerita, uraian,
keterangan. Slamet Mulyono dalam Kamus Pepak Basa Jawa’, Pradata=
Perdata, Pengadilan Perdata. Sedangkan dalam Tesaurus Bahasa Indonesia
oleh Eko Endarmoko'’, diuraikan kata Perdata (jawa) berarti: 1) Awas,
hati-hati, ingat-ingat, teliti, waspada, 2) Membenakan, membilang,

8 p.J. Zoetmoelder, Kamus Jawa Kuno Indonesia, Penerbit P.T. Gramedia Utama, Jakarta,
Cetakan ke-V, 2006, halaman 836.
? Slamet Mulyono, Kamus Pepak Boso Jawa, Penerbit Pustaka Widyatama, Yogyakarta,

2008, halaman 379
1 Eko Endarmoko, Tesaurus, Bahasa indonesia, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta, 2007, h-469
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—

mendulikan, memerhatikan, mengacuhkan, menggubris, menghiraukan

—

mengindahkan. ;
Dalam kesempatan sebagai peserta Penataran Kerjasama Hukum |
Belanda-Indonesia di Fakultas Hukum Universitas biponegoro Semarang «
tahun 1988, secara pribadi saya pernah menanyakan istilah hukum perdata !
kepada Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H. Beliau menjelaskan bahwa
istilah perdata dalam hukum perdata seingat beliau pertama kali digunakan -
Prof. Mr. DR. M. Djojodigoeno dan berasal dari bahasa jawa kuno -
“Pradata” yang berarti perselisihan atau persengketaan. ]
Menurut Prof. Mr. DR. R. Soetojo Prawirohanidjojo istilah perdata berasal '
dari bahasa jawa kuno “Pradata” yang berarti Pengadilan. Kata “Pradata”
yang berarti pengadilan digunakan untuk menyelesaikan perkara
dilingkungan Kerajaan Mataram dan untuk pengadilan tingkat banding
dinamakan “Pradata Agung” yang langsung dipimpin oleh Raja.
Dalam hal ini istilah hukum perdata bisa jadi telah menjadi istilah yang
salah kaprah untuk suatu pengertian yang sama dengan istilah hukum
privat (Ius Privatum, Private Law, Privatrecht, Burgerlijkrecht).

Ketua, anggota Senat, dan undangan yang saya hormati;

Berbicara mengenai Pluralisme Hukum Privat / Hukum Perdata
Indonesia, tidak terlepas dari Pluralisme, kemajemukan, keragama®

kebhinekaan bangsa Indonesia. Indonesia yang terdiri dari sekitar 17.000-
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lebih pulau dan 550 suku besar, memiliki pluralisme kekayaan budaya,
adat, bahasa daerah, kesenian, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan,
Hyang Maha Esa, dan sebagainya, merupakan kekayaan bangsa yang tetap
eksis dalam sejarah peradaban manusia.
Sejarah peradaban bangsa Indonesia, dapat ditarik dari fase prasejarah
awal kehidupan manusia yaitu Kala Plestosen berlangsung kira-kira antara
3.000.000 sampai kira-kira 10.000 tahun yang lalu''. Kita patut bangga
karena saat ini sejumlah ilmuwan barat menyatakan bahwa awal
peradaban manusia dan peradaban dunia adalah Indonesia. Pernyataan dan
sekaligus keyakinan ilmuwan barat tersebut dapat kita baca buku dari
Geolog dan Fisikawan Nuklir Brazil Profesor Arsyo Santos'? dalam
bukunya “Atlantis-The Lost Continent Finally Found” (1997) atau
Indonesia ternyata tempat lahir peradaban dunia dan buku Profesor
Stephen Oppenheimer'” dari Oxford University England tentang “Eden in
the East” (1998) atau Surga di Timur.

Atlantis yang hilang yang semula dianggap mitos, pertama Kkali
dicetuskan oleh filsuf Yunani Plato (427-347 SM), dalam bukunya

“Critias dan Timaeus”. Disebutkan oleh Plato bahwa terdapat awal

1 Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosanto, Sejarah Nasional I, Penerbit;

Balai Pustaka; Jakarta; halaman 1.
2 Arsyo Santos, Atlantis — The Lost Continent Finally Found. Terjemahan ufuk Press,

cetakan keenam, Agustus, 2010
¥ Stephen Oppenheimer, Eden in the East, Terjemahan Ufuk Press, Cetakan kedua,

November 2010 ]I‘ | ‘HII
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\I
pradaban yang disebut benua Atlantis; para penduduk dianggap sebagy
Dewa, mahluk luar angkasa, atau bangsa superior; benua itu kemUdian
hilang, tenggelam secara perlahan-lahan karena serangkaian bencan,
termasuk gempa bumi'*.

Setelah melakukan penelitian selama 30 tahun dan menemukan buk;.
bukti yang meyakinkan, Prof. Arsyo Santos, Ph.D. memastikan kepag,
dunia bahwa situs Atlantis adalah Indonesia.

Ciri-ciri Atlantis yang dicatat Plato dalam dua dialognya berjudul Critiag
dan Timaeus, secara mengejutkan sangat cocok dengan kondisi geografi
Indonesia. Atlantis adalah negeri tropis berlimpah mineral dan kekayan
hayati. Namun kemudian, segala kemewahan itu lenyap, tersapu bencan
maha besar yang memisahkan Jawa dan Sumatra, menenggelamkan lebih
dari separuh wilayah Nusantara. Gunung berapi Krakatau menjadi sumbe
bencana global tersebut (diperkirakan terjadi 11.600 tahun yang lalu). ls
meletus menimbulkan rentetan gempa dan tsunami maha dahsyat, serafi
kali lebih besar dari bencana Aceh 2004, yang puncaknya mengakhir
Zaman Es. Prof Arsyo Santos, Ph.D. juga mengungkap fakta bahw
Atlantis adalah tempat ilmu dan penemuan besar manusia muncul pertan
kali (budaya bercocok tanam, bahasa, Metalurgi, astronomi, seni, dll) sét
peradaban-peradaban sesudahnya (Yunani, Mesir, Maya, Aztec, Inca, d

sesungguhnya di bangun oleh bangsa Indonesia.

14 \1arcea Windhorm, Atlantis, Cina, Yahudi dan Tanah Jawa, Penerbit Pustaka Salome

Yogyakarta, April 2010, halaman 7. a

4
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Sedangkan dalam buku Eden in the East, Stephen Oppenheimer secara

radikal mengubah pandangan kita sebelumnya tentang prasejarah.
Salah satunya, pada akhir Zaman Es, banjir yang disebutkan dalam kitab
suci memang benar-benar terjadi dan menenggelamkan paparan benua
Asia Tenggara untuk selamanya. Hal itulah yang menyebabkan
penyebaran populasi dan tumbuh suburnya berbagai budaya Neoliticum di
Cina, India, Mesopotania, Mesir, dan Mediterania Timur.

Mengenai hukum yang berlaku untuk mengatur kehidupan bersama
termasuk hukum privat / hukum perdata, dari fase prasejarah sampai awal
fase jaman kuno Indonesia'” atau dalam fase peradaban barat sama dengan
awal abad pertengahan'é, kehidupan masyarakat berjalan mengikuti adat
stiadat atau yang kemudian dikenal sebagai “Hukum Adat” yang
likenalkan oleh Snouch Hourgronye (1893) dalam bukunya “De Atjehers”
Orang-orang Atjeh). Istilah adatrecht ini dipakai pula oleh Van Vollen
Joeven dalam bukunya “Het Adat-recht van Nederlandsch Indie” (Hukum
\dat Hindia Belanda)'’, juga Ter Haar dan ahli-ahli hukum Indoensia.

fJaman kuno Indonesia dalam Sejarah Indonesia dihitung sejak awal M - 1.500M.
* Abad pertengahan berada ditengah-tengah jaman kuno dan jaman modern. Jaman
uno (sebelum abad ke 4M). dan jaman modern (1.500M - Sekarang)

"Iman Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Penerbit Liberty Yogyakarta,

alaman 1
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R T
Dalam fase jaman kuno Indonesia (awal M — 1.500M lahir-kerajag,

kerajaan besar dan kecil'®, antara lain ada kerajaan besar Sriwijayy
Majapahit dan Mataram.
Pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang berlangsung sejak abg
7 s/d akhir abad 15 lahirlah “Negara Nusantara”'”. Sriwijaya runtuh tahy,
1377 dan Majapahit tahun 1478. Wilayah Majapahit adalah cikal baky|
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesatuan Wilaya
Nusantara terungkap dalam sumpah Palapa yang diikrarkan tahun 133]
oleh Maha Patih Majapahit, Gajah Mada. Ia bersumpah untuk
mempersatukan wilayah Nusantara di bawah Majaphit, sumpahnya
berbunyi “Lamun Huwus Kalah Nusantara, isun amukti Palapa”, yang
artinya apabila telah takluk seluruh Kepulauan Nusantara barulah aku
menikmati buah Palapa®®. Tahun 2006 Indonesia memperingati 1.000
tahun Nusantara (1.006 — 2.006)”"

Bersamaan dengan lahirnya kerajaan-kerajaan di Nusantara, pada fase

jaman kuno Indonesia secara berturut-turut kedatangan dan berkembang

18 halam makalah W. Setiawan, S.H., 24 Juni 1994, mengungkapkan telah ada Kerajaan
Salaka Negara di Jawa Barat abad kedua dengan Raja pertama Dewawarman | (tahun
130-168) dimana keturunannya menjadi raja Kutai abad keempat.

13 |stilah “Negara Nusantara” antara lain disebut dalam makalah ceramah Prof. DR
Mochtar Kusumaadmadja, S.H., LIM, tanggal 12 Februari 1977 di Jakarta dengan judd
“Konsepsi Hukum Negara Nusantara” pada konferensi Hukum Lantai lll.

2 pardji Darmodihardjo, Sekitar Pancasila, UUD 1945, dan Pembangunan Sistem Huku?
Indonesia. Bayumedia Publishing, Malang 2008, halaman V.

2! ihat Ensiklopedia Geografi Indonesia, buku 6, Penerbit PT. Lentera Abadi, Jakart

2006, halaman 174. ____1

B
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agama Hindu, agama Budha, agama Islam, agama Kristen / Katholik, di
samping kepercayaan-kepercayaan asli terhadap Tuhan, Hyang Maha Esa.

Dengan demikian, hukum sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan
bersama dalam masyarakat, disamping adat-istiadat atau hukum adat, juga
berlaku nilai-nilai agama dan peraturan dari masing-masing kerajaan.
Berhubungan dengan hal tersebut, pada masa kejayaan Majapahit
ditemukan naskah yang terdiri dari 275 pasal dan oleh Prof. DR. Slamet
Mulyana dibukukan dengan judul “Perundang-undangan Majapahit”*,
yang berisi semacam “kodifikasi” hukum Majapahit.

Ketua, anggota Senat, dan undangan yang saya hormati;

Setelah jaman kuno, sejarah Indonesia memasuki masa
berkembangnya Kerajaan-kerajaan Islam (1.500 — 1.800). Bersamaan
dengan itu Indonesia (Nusantara) kedatangan pedagang-pedagang Portugis
dan Belanda pada akhir abad 16 dan kemudian didirikan Serikat Dagang
Belanda V.0.C. (Vereenigde Ostindische Compagnie awal abad 17
(1602). Masa kekuasaan Belanda Indonesia, dapat dibagi dalam tiga fase,
yaitu:

a. Masa kekuasaan V.0.C. (1.600 — 1.800)
b. Masa Hindia Timur dan Inggris (1.800 — 1.816)

2 Slamet Mulyana, Perundang-undangan Mojopahit. Bhratara, Jakarta, 1967.
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c. Masa Hindia Belanda (1.816 — 1.942)

Pada tahun 1619 V.O.C. dibawah pimpinan Gubernur Jenderal
Pieter Zoon Coen merebut Jakarta. Sejak itu Belanda menanamky,
kekuasaannya di Indonesia / Nusantara. V.O.C. mempunyai dua sifat yait,
sebagai “Penguasa Dagang” dan sebagai “Badan Pemerintah”. Hal man;
didasarkan pada “hak oktroi” yang didapatnya dari Staten Generaa
(Perwakilan Rakyat) Belanda, dimana V.O.C. dapat melakukar
perdagangan sendiri, dapat mendirikan benteng-benteng, serta bolet
mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia / Nusantara®,

Selanjutnya untuk menjaga ketertiban umum, tindakan Kepolisian dar
Peradilan, V.O.C. berhak mengangkat “Offiecieren Van Justitie” (pegawa
penuntut keadilan), yang juga bertindak sebagai hakim dalam perkar
perdata maupun perkara pidana. Dalam melaksanakan tindakan-tindakar
kehakiman, V.O.C. harus menyesuaikannya dengan Undang-Undan
Kehakiman dan disampaikan pada Laksamana Armada yang datang dar

negeri Belanda®*.
Sikap V.O.C. terhadap pengadilan asli adalah sebagai berikut®;

2 lilman Hadikusuma, Sejarah Hukum Adat Indonesia, Penerbit Alumnus, Bandunf

1983, halaman 56. ;
Bandingkan dengan, Hilman Hadikusuma, Pengantar llmu Hukum Adat Indones

Penerbit CV. Mandar Maju, 2003, halaman 68.
24 10
Ibid

% |bid, halaman 59 3 M
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a. Sikapnya selalu tidak tetap, karena V.O.C. tidak berkepentingan
dengan pengadilan asli.

b. V.O.C. tidak suka ambil pusing terhadap pengadilan asli, bahkan
karena dianggap baik, tetapi dikarenakan tidak mau banyak dibebani
peketjaan-pekerjaan administrasi;

c. Terhadap bangunan-bangunan asli, V.O.C. bersikap atas seni
“Opportunities Politiek” artinya hanya tergantung pada adanya
kebutuhan;

d. V.O.C. hanya mempunyai penyelesaian perkara pidana, karena ia
memerlukan adanya ketentraman umum di dalam masyarakat. Hal
mana dapat dilihat pada Pepakem Cirebon;

e. Terhadap hukum perdata, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah
V.0.C. membiarkan saja berlakunya hukum adat.

Sikap V.0.C. yang mengindahkan hukum adat perdata dapat dilihat
dari Undang Undang V.O.C. yang bernama “Statuten Van Batavia”
(1642), yang berbunyi (terjemahan) = Dengan demikian mengenai hukum
waris untuk bangsa Indonesia harus diperlakukan yaitu hukum adat bukan
hukum Belanda. V.O0.C. terpaksa berbuat demikian dikarenakan
masyarakat Jakarta tetap saja berpegang dalam menyelesaikan perkara

warisannya menurut hukum adat®®,

~ *Ibid, Halaman 60
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e S
Pada tanggal 31 Desember 1799 V.O.C. dibubarkan; semua harty

kekayaan diambil alih oleh “Bataafsche Republiek” yang meninggalkan
aktiva £ 10.000.000 dan pasisiva £ 126.000.000. Untuk pemerintahan day
harta kekayaan V.O.C. di Indonesia diserahkan penguasaannya kepyg,
“Raadder Aziatische bezittingen en etablissementen” (Dewan Harta benda
dan penempatan di Asia) yang disingkat “Aziatische raad”. Bady,
pemerintahan ini mulai bekerja sejak 1 Januari 1800. Kemudig
Bataafsche Republik dijadikan “Koninkrijk Holland” dengan Rajany,
Louis Napoleon, Raja ini mengangkat Mr. Herman Willem Daende]
menjadi Gubernur Jendral “Hindia Timur” (1808 — 1811).

Walaupun Daendels nampaknya kecewa terhadap kekurangan yang
terdapat di dalam hukum adat (pidana), tetapi ia merasa segan untuk
menggantinya dengan hukum Eropah. Oleh karenanya ia memilih jalan:
tengah dalam menggunakan dengan hukum Eropah. Ia memakai hukum
adat jika tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan dan kepatutan.
Pada tanggal 16 Mei 1811 Pemerintah Holland menggantikan Daendels
dengan Gubernur Jendral Yan Willem Yanssen. Kemudian digantika
oleh Raffles (1811 — 1816) dibawah kekuasaan Inggris®. Raffle
menghormati hukum adat (Perdata) dikarenakan mengambil contoh dar

pelaksanaan pemerintahan Inggris di India.

27 |bid, halaman 65-66

= Ibid, halaman 71 g
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Setelah berakhimya perang Inggris — Belanda, maka berdasarkan
“Conventie London” Tanggal 13 Agustus 1814 semua daerah jajahan yang
telah diduduki Inggris kecuali “Tanjung Pengharapan (Kaap de Goede
Hoop), Demarary, esse quebo dan Berbice” dikembalikan lagi kepada
Belanda. Maka untuk melaksanakan conventie London itu diangkat 3

orang Komisaris Jendral yaitu Mr. C.Th. Elout, G.A.P. PH. Baron van Der
Capellen dan A.A. Buykes.

Ketua, anggota Senat, dan undangan yang saya hormati;

Belanda adalah salah satu Negara yang pernah dijajah oleh Perancis
antara tahun 1806 — 1813. Setelah merdeka tahun 1813, maka berdasarkan
pasal 100 UUD Belanda tahun 1814, dibentuklah suatu panitia yang
bertugas membuat rencana kodifikasi Hukum Belanda. Panitia ini
diketahui oleh Mr. J. W. Kemper (1776 — 1824), yang pada tahun 1816
menyampaikan suatu rencana kodifikasi pada Raja Belanda®®. Kodifikasi
hukum Belanda baru diresmikan tahun 1838, karena pada tahun 1830 -
1838 terjadi peperangan antara Belanda dan Belgia yang menyebabkan
terpisahnya kedua negara™.

** Aloysius R. Entah, Perbandingan Hukum Perdata (suatu Studi Perbandingan Ringkas),

Penerbit Liberty, (Yogyakarta, 1989, halaman 36
** Ibid, halaman 37
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|

Atas dasar asas “Concordantie” (suatu asas yang memberlakukan huk,,
dari suatu Negara di Negara lain), hukum Belanda diperlakukan uny,
wilayah jajahan Hindia Belanda / Indonesia terhitung mulai tanggal | M
1848 yaitu ;

a. Algemeene Bepalingan van Wetgeving voor Nederlandssch Indie.

A.B. (Ketentuan — ketentuan umum tentang perundang-undangan

Indonesia)

b. Burgelijk Wetboeck (BW = Kitab UU Hukum Perdata)

c. Wetboeck Van Koophandel (WVK = Kitab UU Hukum Dagang)

d. Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justi
(R.O = Peraturan Susunan Pengadilan dan Kebijakan Justisi)

Pasal 6, 7, 8, 10 A.B. mengatur tentang golongan penduduk / war
negara dan pasal 9, 11 A.B. mengatur tentang hukum (perdata) yar
berlaku bagi masing-masing golongan penduduk’’.
Pasal 6 : Golongan Penduduk terdiri dari ;
a. Golongan Indonesia (Bumi Putra) dan yang disamaks
b. Golongan Eropah dan yang disamakan

Pasal 7 : Golongan yang disamakan dengan golongan Eropah
a. Semua orang Kristen, juga termasuk orang-or

Indonesia yang beragama Kristen

31 Mahadi, Beberapa Sendi Hukum Indonesia, Penerbit= PT. Soeroengan indonesia, !
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Pasal 8

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 11

b. Semua orang dari manapun asalnya yang tidak

termasuk ke dalam rumusan pasal berikutnya (pasal 8)

: Golongan yang disamakan dengan Indonesia

. Orang Arab

a
b. Orang-orang Moor

e

Orang Tionghoa

e

Semua orang yang beragama Islam maupun tidak

beragama

: Gubernur Jendral berhak mengadakan penyimpangan dari

aturan-aturan tertera diatas ini, sepanjang mengenai
orang-orang Indonesia (Bumi Putra yang beragama
Kristen)

: hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku bagi

golongan Eropah dan yang disamakan dengan Eropah,
berlaku hukum-hukum Eropah (BW dan WVK).

: bagi golongan bukan Eropah pada asasnya berlaku hukum

adat, kecuali apabila mereka;
a. dengan sukarela mentaati peraturan-peraturan perdata

dan hukum dagang yang berlaku bagi golongan
hukum Eropah.

b. karena kebutuhan hukum mereka memerlukannya,

tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang
golongan hukum eropah.

’\\ RTTT TV
<l 17/\\ - 0f5/‘!,,‘ B
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c. karena kebutuhuan hukum mereka memerlukapy,
tunduk pada hukum lain. '

Berlakunya pasal-pasal pembagian golongan penduduk dan huk,
yang berlaku seperti yang tersebut diatas, secara politis Pemerip
penjajahan Hindia Belanda secara tidak langsung telah melakukan polj
“devide et impera” atau politik memecah belah golongan pendudu}
warga Negara di Indonesia / Nusantara.

Pada tahun 1854 A.B. diganti Reggerings Reglement (R]
Pembagian golongan penduduk dan hukum perdata yang berlaku, pa
dasarnya sama dengan ketentuan A.B. Kemudian dengan S. 1855 -1
mengatur tentang golongan Timur Asing, dimana bagi mereka berla
hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropah, kecuali ketentu
mengenai hukum perkawinan dan hukum waris berlaku hukum (ad
mereka masing-masing. Dengan demikian, pemerintah penjajah Hin
Belanda membagi golongan penduduk dan hukum perdata yang berla
dalam golongan Eropah, golongan Timur Asing, golongan Bumi Putra.

Selanjutnya, dalam rangka politik hukum pemerintah penjajah
Hindia Belanda mengeluarkan beberapa peraturan antara lain:

a. S 1917-12 yang mengatur bagi golongan Bumi Putra day
menundukkan diri secara sukarela terhadap hukum perdata golong

Eropah; baik untuk seluruh, untuk sebagian, untuk perbuatan terten

atau melakukan penundukan diri secara sukarela.

B
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0. 8. 1917 - 129 yang mengatur bagi golongan Timur Asing Tionghoa

berlaku ketentuan hukum perdata Eropah, dengan perkecualian
ketentuan bagian 2 dan 3 bab IV buku kesatu BW yang mengatur
upacara sebelum perkawinan berlaku hukum adat mereka. Dalam S
1917 - 129 juga mengatur ketentuan tentang Adopsi atau
pengangkatan anak bagi golongan Timur Asing Tionghoa karena
dalam BW tidak mengatur tentang pengangkatan anak atau adopsi.
Sedangkan dalam hukum adat Tionghoa / Cina mengenal
pengangkatan anak atau adopsi.

. Tahun 1920 R.R. diperbaharui (R.R. baru). Pasal 109 mengatur
pembagian golongan penduduk yang terdiri dari golongan Eropah,
golongan Timur Asing dan golongan Bumi Putra. Pasal 75 mengatur
ketentuan hukum perdata yang berlaku bagi masing-masing golongan
penduduk. Selanjutnya, pasal 109 R.R. diatur sama dengan pasal 163
LS. dan pasal 75 diatur sama dengan pasal 131 L.S.

. S. 1924 - 556 yang mengatur bagi golongan Timur Asing bukan
Tionghoa (seperti Arab, India, Pakistan, dll) berlaku ketentuan hukum
perdata Eropah, kecuali ketentwan hukum perkawinan dan hukum
waris, Namun bagi mereka berlaku ketentuan hukum waris testamen
dalam buku kedua BW, karena dalam hukum adat mereka tidak
mengenal ketentuan hukum waris testamen atau hibah wasiat.

. Pada tahun 1926 R.R diganti LS. (Indische Staatsregeling). Pasal 163
LS. (Sama dengan pasal 109 RR) mengatur tentang golongan
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Ketua, anggota

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Panitia Persiap,
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan pencerminan wik
scluruh Rakyat Indonesia, pada tangeal 18 Agustus 1945 menetay,
UUD 1945 serta menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Soekar,
Hatta. Indonesia yang menganut sistem negara kesatuan (Negara Kesat,

Republik Indonesia) dan berbentuk Republik adalah merupakan negy

hukum yang berdasarkan Pancasila. Sebagai negara hukum yang by

merdeka, persoalannya adalah mengenai hukum apa yang berli

termasuk hukum privat / hukum perdata.
Sesuai dengan ketentuan pasal II aturan peralihan UUD 1945 ditetapka

bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlak
sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, Dengan demikia
khusus mengenai hukum yang berlaku maka peraturan perunday
undangan warisan hukum Belanda masih tetap berlaku sepanjang belu
diadakan yang baru dan tidak bertentangan dengan UUD 1945%.
Mengenai golongan penduduk / warga negara dan hukum perdata y&
berlaku dengan sendirinya masih menggunakan pasal 163 1.S. dan p&

3 Dalam UUD 1945 setelah perubahan (1999 - 2002) Aturan Peralihan tertuang &

Psasal | dan Pasal Il
3 peraturan Peralihan serupa juga diatur dalam pasal 192 Konstitusi Rl

142 UUDS 1950, dan setelah perubahan UUD 1945 (1999 — 2002) diat

ketentuan Peraturan Peralihan pasal | dan pasal il. /-‘

5 - 1949, P
ur 0
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131 LS., serta S. 1917 - 12, S. 1917 - 129, S. 1924 — 556 dan Staatblad-
staatblad lainnya. Pada tahun 1958 ditetapkan UU No. 62 tentang
" kewarganegaraan, yang membagi warga negara dalam Warga Negara
Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI). WNI dibedakan
' dengan WNI asli dan WNI keturunan.
‘Dalam kenyataannya sampai dengan tahun 1966 pembagian golongan
‘'penduduk / warga Negara berdasarkan pasal 163 LS. masih tetap
' dijalankan sehingga akhimya dikeluarkan Instruksi Presideum Kabinet
' Ampera No. 31 / U/ IN / 12 / 1966 tanggal 27 Desember 1966°° yang
! menginstruksikan:
Kepada : 1. Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
1 2. Kantor Catatan Sipil (Burgerlijke Stand) seluruh Indonesia;
I 'Untuk : 1. Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan
; Sipil yang bersifat nasional, tidak menggunakan
penggolongan-penggolongan penduduk Indonesia
1 berdasarkan pasal 131 dan 163 LS. (“EROPEANEN®,
VREEMDEOOSTERLINGEN “IN LANDERS”). pada
- kantor Catatan Sipil (B.S.) di seluruh Indonesia.
l 2. Untuk selanjutnya kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka

e

bagi seluruh penduduk Indonesia dan hanya antara warga

! negara Indonesia dan orang asing.

** Aloysius R. Entah, Op.Cit, halaman 122-124
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3. Ketentuan-ketentuan tersebut angky | dan 5
d

mengurangi berlakunya ketemuan'ketenm L atyg g
an

perkawinan, warisan dan ketenman_ketenmanmengen
by,
i

perdata lainnya.
4. Menteri Kehakiman dan Menteri Dajap, Neger; .
lebih lanjut pelaksanaan dan instruks; ini g; ling:;iah
masing-masing. &

Setelah perubahan UUD 1945 (1999 - 2002) tidak lagi me be
m dak

i ni to
diundangkan UU Kewarganegaraan No. 12 tahup 2006 J
an )

Administrasi Kependudukan No. 27 tahun 2006,

Warga Negara Indonesia (WNI) asli dan keturunan Saat
- 1

Kembali ke uraian sebelumnya mengenai Indonesia sebagaj Neg;
Hukum yang berdasarkan Pancasila, sesuai dengan pluralis
kemajemukan, keragaman, kebhinekaan masyarakat -bangsa Indope
maka sistem hukum Indonesia menganut “sistem campuran” (Mj
System) yaitu campuran sistem Civil Law / Eropah Continental, sis
hukum Adat / Customary Law, dan sistem hukum Agama. Dari ma
hukum Civil Law Indonesia menganut sistem tertulis dan sist
kodifikasi, dari sistem hukum adat / Customery Law Indonesia meng
hukum tidak tertulis, dan dari hukum agama mengakui dan menghom
hukum masing-masing agama dan kepercayaan kepada Tuhan, Hy
Maha Esa.

1
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Pluralisme hukum privat / hukum perdata Indonesia yang berlaku saat

ini, sesuai dengan sumber materiil dan sumber formil hukum yang berlaku

yaitu:

1.

Hukum privat / hukum perdata Belanda terutama ketentuan BW dan
WVK dengan memperhatikan pasal 163 1.S., pasal 131 L.S., S. 1917-
12, 8. 1917-129, S. 1924-556, dengan catatan pasal 163 1.S. mengenai
pembagian golongan penduduk harus disesuaikan dengan ketentuan
UU Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan UU Nomor
27 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Mengenai kedudukan BW dan WVK oleh Mahkamah Agung dalam
Surat Edarannya No. 3 / 1963 tanggal 14 Agustus 1963 pada intinya
mengganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal-pasal dari BW pasal
108, 110, 284 (3), 1238, 1460, 1579, 1603X, 1862.

Sebagai informasi, sejak tahun 1947 di negeri Belanda telah disusun
Kitab Undang Undang hukum Privat / Perdata yang baru (Nieuw
Burgerlijk Wetboek) yang terdiri dari 9 buku dan merupakan
gabungan dari B.W. dan W.V K. yang lama yang diperbaharui®’
Hukum privat / hukum perdata adat yang dapat di bagi atas dua

golongan yang menurut susunannya, yaitu berdasarkan suatu pertalian

J Lihat Aloysius R. Entah, Ibid, halaman 37-38
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Huksum bidang Hukum Perdata
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keturunan (genelogi) dan yang berdasar lingkungan daerah Ay

_Dalam hal ini ada 3 macam dasar pertalian keturunan® .

teritorial®®
Pertalian darah menurut garis bapak (pafr ilineal) misalnya pag,

orang-orang Batak, Nias, orang-orang Sumba, Flores.

b. Pertalian darah menurut garis ibu (matr ilineal) misalnya famij

a.

Minangkabau, dan
c. Pertalian darah menurut garis ibu dan menurut garis bapak (fay

susunan parental), misalnya orang-orang Jawa, Sunda, Aceh, Bal;
Kalimantan. Untuk menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang
maka famili dari pihak bapak adalah sama artinya dengan famil
dari pihak ibu.
Sedangkan mengenai persekutuan hukum yang berdasarka
lingkungan daerah (ferritorial), ada perbedaan antara susuna
persekutuan-persekutuan hukum di berbagai daerah kepulava
Indonesia. Berhubung dengan perbedaan tata susunan itu, maka ad
perbedaan pula antara peraturan adat yang berlaku diberbagai daera
tersebut. Susunan daerah yang garis-garis besar corak dan sifatnys
hukum adat adalah seragam, oleh Van Vollen Hoeven disebut Recht
Kring dalam bahasa Indonesia: Lingkaran hukum atau Lingkung®
hukum.

38
R. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001
halaman 51 !

—_—

* |bid, halaman 51-52
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Dalam bukunya Adat Recht I, Van Vollen Hoeven'" membagi-bagi
seluruh daerah Indonesia dalam 19 lingkaran lingkungan hukum yaitu;

L

IL.
1.
IV.
V.
VL
VIL
VIIL

XIL
XIII.
XIV.

XV.
XVIL

XVIL
XVIIL
XIX.

Aceh

Tanah Gayo — Alas dan Batak beserta Nias
Daerah Minangkabau beserta Mentawai
Sumatera Selatan

Daerah Maluku

Bangka dan Belitung

Kalimantan (Tanah Dayak)

Minahasa

Gorontalo

Daerah Toraja

Sulawesi Selatan

Kepulauan Ternate

Maluku, Ambon

Irian

Kepulauan Timor

Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Barat)
Jawa Tengah dan Timur (beserta Madura)
Daerah-daerah Swapraja (Surakarta dan Yogyakarta)

Jawa Barat

0 Ibid, halaman 60




%omhmm&nwlhﬂuh-m}lmmm

MFMHMUMMM‘M \l

3. Hukum privat / hukum perdata agama dengan memperhatikan ;
hukum privat / hukum perdata sebagai berikut

a. Mengenai hukum perkawinan, dengan memper hatikan Ketenty,

peralihan pasal 66 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawiny,

masih berlaku ketentuan hukum perkawinan masing-masiy

hukum perkawinan agama dan kepercayaan terhadap Tuha

Hyang Maha Esa sepanjang mengenai hal yang belum diatur daly
UU Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya.

b. Mengenai hukum waris, berlaku ketentuan hukum waris masing
masing golongan penduduk / warga negara dan masing-masin
agama dan kepercayaan terhadap Tuhan, Hyang Maha Es
Misalnya bagi yang beragama Islam dapat menggunakan ketentuz
hukum waris Islam atau hukum Waris Adat, bagi yang beragan

Hindu (Bali) dapat menggunakan ketentuan hukum waris Hinép,

atau hukum waris Adat. s

4. Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan setelah Indonesid,
Merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Khususnya di bidang hukum privde
/ hukum perdata telah banyak peraturan perundang-undangan yabe
telah ditetapkan termasuk yang bersifat publik-privat, antara lain: pi
UU Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, yang tele

diganti dengan UU Nomor 12 tahun 2006. be

b, UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agwba
m

yangn sering dikenal dengan UU Pokok Agraria (UUPA) r '

a.

o

e
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' ¢. UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

d. UU Nomor 1 tahun 1995 tentarig Perseroan terbatas yang telah

u dirubah dengan UU Nomor 40 tahun 2007

% e. UU Nomor 4 tahun 1986 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan
T Benda-benda yang ada diatas Tanah

™. f  UU bidang Perbankan

an

g. UU bidang Perburuhan / Ketenagakerjaan

h. UU bidang Hak atas Kekayaan Intelektual
n§ i, Dan lain-lain
Sin
Esi.
tua

Ketua, anggota Senat, dan undangan yang saya hormati;

jami - Berbicara tentang pluralisme, suka atau tidak suka tidak bisa
lindmelepaskan diri dari globalisasi. Pluralisme merupakan konsekuensi dari
proses modernisasi dan globalisasi. Pilihan manusia akan gaya hidup,
nesideologi, norma moral, pandangan hidup semakin terbuka. Dalam situasi
orividemikian dituntut dari satu pihak toleransi dan penghargaan terhadap
yanperbedaan, dari pihak lain dituntut pula kemampuan menentukan
pilihannya.
 t¢l¢  Demikianpun persoalan pluralisme hukum dalam prespektif global,
| berbagai perdebatan dan diskusi telah melahirkan pemikiran-pemikiran
3 graIiabaru tentang pluralisme hukum yang lebih tajam dan berarti dalam
menganalisis fenomena hukum dalam masyarakat di berbagai belahan
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dunia. Bagaimana globalisasi dalam bidang ekonomi, politik, budg,
dalam konteks sejarah dapat menjelaskan globalisasi (dan glokalig,
dalam bidang hukum?.*’

Dalam era perdagangan bebas ini terjadi pertukaran uang, barang ¢
jasa melalui berbagai aktivitas bisnis secara besar-besaran. Kemaj,
teknologi informasi yang sangat pesat telah memungkinkan perist
tersebut, Kebijakan pasar bebas “diprakarsai” terutama oleh Negy
negara maju (kaya dan berkuasa). Nampaknya the powerful tidak han
Negara Barat, tetapi juga Negara di Asia seperti Jepang dan Cina ya
menjadi kekuatan baru dunia. Aktivitas ini telah menyebabkan k
menjadi suatu warga pasar dunia yang besar. Hampir semua barang ¢
jasa dari mana pun dapat ditemukan di berbagai dunia.**

Di pihak lain, di dunia gerakan perubahan hukum atau gerak
pembelaan masyarakat adat, pluralisme hukum tak bisa dilepaskan d
advokasi pengakuan masyarakat adat. Mulanya, istilah ini dikemukak
dalam rangka membela tanah-tanah masyarakat adat yang diambil pal
oleh Negara maupun pelaku swasta. Aktivitas-aktivitas LSM d
segelintir akademisi kampus mulai mengkritik hukum Negara y2
digunakan untuk mengabsahkan pengambilan paksa tersebut, sekalig
menunjukkan, bahwa wilayah yang didiami dan dikelola oleh masyard

“* s listyowati Irianto, Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global, dalam buki H;':
yang Bergerak (Tinjauan Antropologi Hukum), Yayasan Obor indonesi, Jakart3,
halaman 30

2 1bid /I
.
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%, adat bukanlah wilayah tanpa hukum. Sebaliknya masyarakat adat memiliki
i) hukum yang mengatur mengenai penguasaan dan pengelolaan tanah.
Belakangan, istilah pluralisme hukum pertanahan diciptakan khusus
M yntuk membenarkan kenyataan bahwa selain diatur oleh hukum Negara,
N penguasaan dan pengelolaan tanah di Indonesia juga diatur oleh hukum
Va adat.*
& Sejarah ini memberikan pondasi bagi komunitas aktivis sosial untuk
'8 mengartikan pluralisme hukum sebagai keragaman hukum. Lebih sempit
18 lagi, pluralisme hukum dilihat ketika Negara mengakui keberadaan hukum
t adat atau hukum lokal lainya, Dengan kalimat sebaliknya, bila Negara atau
I pemerintah mengakui hukum adat, maka pluralisme hukum telah
berlangsung™®.
W Arah kebijakan pembangunan hukum di Indonesia setelah reformasi,
I bahkan juga sebelumnya, telah mengantisipasi persoalan pluralisme
n hukum dan globalisasi, termasuk pembagunan hukum dalam rangka
a_perdagangan bebas. Di pihak lain juga memperhatikan pluralisme hukum
n dan glokalisasi.
g  Dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000 ~ 2004
s Program Pembangunan hukum meliputi : Pembentukan peraturan

f

 Rikardo Simamarta, Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum, dalam buku
y Pluralisme Hukum (Sebuah Pendekatan Inter Disiplin), Perkumpulan untuk
Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Cetakan Pertama, Mel

2005, halaman 6

“ Ibid
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perundang-undangan, Pemberdayaan Lembaga Peradilan dan Lembag
Penegak Hukum lainnya, Penuntasan kasus-kasus KKN dan Pelanggy,
HAM, Peningkatan kesadaran Hukum dan Pengembangan Buda;
Hukum. '

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004.200l
yang berkelanjutan 2009-2014, program pembangunan hukum, antara |
persoalan pembenahan sistem dan politik hukum, denga'
mengedepankan permasalahan : substansi hukum, struktur hukum ¢
budaya hukum. Dari permasalahan tersebut diatas, melahirkan an
kebijakan : menata kembali substansi hukum, melakukan pembenah;
struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum. |

Kerangka pembenahan sistem dan politik hukum dengan permasalal
substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, telah mengadop,
konsep Lawrence Meir Friedman® yang tekenal dengan 3 unsur sistéy
hukum (Three Elements of Legal System) yaitu : Stuktur (Structurt
Substansi (Substance), Budaya Hukum (Legal Culture).

Sejauh ini progam pembangunan hukum masih dihadap¥
permasalahan : Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundd?
undangan,  implementasi  undang-undang terhambat  peré™

pelaksanaannya, tidak adanya perjanjian ekstradisi dan Mutual M4

4 | awrence Meir Friedman, American LAW An Introduction (Hukum Amerika sef
Pengantar), Penerjemah Wishnu Basuki, P.T. Tatanusa, Juli 2001, halaman 6-9:

Lihat pula Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia " |
Januari 2002, halaman 7 ]

-
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Assnstance, (MLA), kurangnya interdepedensi kelembagaan hukum,
' akuntabilitas kelembagaan hukum, SDM d; bidang hukum, timbulnya

degradaSI budaya hukum dilingkungan masyarakat, menurunnya
kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat.
(

Ketua, anggota Senat, dan undangan yang saya hormati;
|

Demikianlah selayang pandang uraian mengenai eksistensi hukum
privat / hukum perdata dan hubungannya dengan hukum publik,
pluralisme masyarakat dan hukum privat / hukum perdata yang berlaku di
Indonesia serta persoalan pluralisme hukum dan globalisasi.

Dalam kesempatan pengukuhan Guru Besar pagi hari ini, dari hati
yang tulus saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap
undangan yang hadir, dan juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kementerian
Pendidikan Nasional dan Koordinator KOPERTIS Wilayah VII,
yang memberikean kepercayaan kepada saya untuk memangku
Jabatan fungsional akademik tertinggi Profesor / Guru Besar;

2. Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi
Merdeka Malang, serta seluruh mantan Pembina, Pengurus dan
Pengawas yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk
kuliah dan berkarya di Universitas Merdeka Malang;
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. Rektor / Ketua Senat, Sekretaris dan anggota Senat yang tg),
memberikan persetujuan dan rekomendasi pengusulan jabay,
Guru Besar saya tahun 2009;

. Mantan Rektor dan Pembantu Rektor Universitas Merdeka Malg;
atas bimbingan, pembinaan dan bantuannya;

. Dekan dan Wakil Dekan, Mantan Dekan dan mantan Pemban
Dekan, dan semua Dosen serta karyawan Administrasi Fakul;
Hukum Universitas Merdeka Malang yang telah mendorong &
membantu saya mulai menjadi dosen serta dalam mempros
jabatan Guru Besar;

_ Direktur dan Asisten Direktur, mantan Direktur dan mant
Asisten Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi, serta sem
Karyawan Administrasi Program Pascasarjana  Universt
Merdeka Malang, atas bantuan dan kerjasamanya;

. Semua guru, dosen dan Guru Besar yang telah mengj
mendidik, membimbing saya, mulai dari SD di SDK Pinis, SMP
Seminari Pius XII Kisal, SMPK Dharma Bhakti Ruteng, SMA
Swadaya (sekarang SMAN I) Ruteng semuanya di Mangg¥
Flores Nusa Tenggara Timur, Fakultas Hukum dan PengetahV
Universitas Merdeka Pusat Malang, Program Akta Mengajaf'
Universitas Brawijaya Malang, Program Kerjasama Hul

Belanda-Indonesia dan Program Pascasarjana Universi"|

Airlangga Surabaya. //‘
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" 8. Sdr. Ari Priyono, S.H., Drs. Siswanto Wijaya Putra, M.M., R. Dwi

‘ Wibisono, Edy Sugiarto, S.H., Edy Sugandhi, Djoko Hariyanto,
yang telah banyak membantu dalam proses jabatan Guru Besar

? saya.

9. Orang Tua dan Mertua, Istri dan anak-anak, saudara-saudara dan

U saudara ipar, serta seluruh keluarga besar dan sahabat, atas

§ dukungan do’a dan bantuannya.

Bkhirnya, Terpujilah Pencipta,

fuhan, Hyang Maha Esa

Yang menciptakan alam semesta

Beserta Isinya

i Terpujilah Pencipta

u Yang memberikan kehidupan
Kepada semua ciptaan-Nya

r Baik ciptaan primer maupun ciptaan sekunder

f Baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata

Terpujilan Pencipta

Yang memberikan pengetahuan dan kebenaran

Pengatahuan dan kebenaran indra

Yengetahuan dan kebenaran ilmiah

?engetahuan dan kebenaran filsafat

*engetahuan dan kebenaran agama & kepercayaan terhadap Tuhan,

dyang Maha Esa

r 35
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Terpujilah Pencipta

Yang memberikan manusia kelebihan
Kelebihan cipta, rasa dan karsa
Untuk selalu mengagungkan Pencipta
Menghormati sesama

Menghargai ciptaan yang lain
Menghormati persamaan hak
Menghormati Perbedaan

Menghormati Pluralisme
Semoga Tuhan, Hyang Maha Esa memberkati kita semua,

Amin.

Malang, 17 Januari 201

Bhas e

Aloysius R. Entah
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Malang

1990 - 2000 : 13. Penasehat Pengurus Pusat lkatan
Alumni Universitas Merdeka Malang

1998 - 2000  : 14. Staf Ahli PangdamV/Brawijaya

1999 - - 15. Penasehat lkatan Keluarga NTT di
Malang

2001-2010 : 16. Dewan Pertimbangan Anggota lkatan
Alumni Universitas Merdeka Malang

2009 - sekarang: 17. Anggota Dewan Pembina Yayasan Argo
Mangun Malang

2010 - sekarang: 18. Dewan  Komisaris Korps  Alumni
Universitas Merdeka Malang

Malang, 17 Januari 2011

Yang membni%

ALOYSIUS R. ENTAH
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